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BAB V 
PEN U T U P 
a.KesiffiQulan 
a. 	Meskipun Perjanjian Perwaliamanatan tidak diatur dalam 
Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 bukan berarti 
perjanjian tersebut tidak ada landasan hukumnya~ 
melainkan dapat kita gunakan ketentuan Keputusan Menteri 
Keuangan No.1199/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal sebagai 
aturan pelaksananya. Hal ini selaras dengan asas 
Kebebasan Berkontrak yang menjadi prinsip utama dalam 
perjanjian. Disamping itu ketentuan Perjanjian 
Perwaliamanatan dapat juga menarik ketentuan tentang 
perjanjian pinjam-meminjam uang yang diatur dalam BW. 
b. 	Dleh karena hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan antara Emiten, Wali amanat dan Pemegang 
Dbligasi tidak seeara bersamaan khususnya Pemegang 
Dbligasi maka kedudukan serta haknya perlu diperhatikan. 
Mengingat kepentingannay juga tidak keeil dan ia bukan 
pihak penandatangan maka posisinya seeara hukum harus 
benar-benar terjamin. Dengan demikian tidak akan timbul 
ketimpangan antara kedudukan pihak yang satu dengan pihak 
yang lain berkaitan dengan kepentingannya. 
e. 	Mengingat Wanprestasi dapat terjadi karena tindakan 
emiten maupun wali amanat seeara teoritis, yang 
berarti kedudukan Pemegang Dbligasi sangat rawan dan 
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pendapat Ketua BAPEPAM, IPG Ary Buta kita tinjau kembali 
untuk mewujudkan sikap keterbukaan Emiten bagi keperluan 
investor agar mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya 
hal-hal yang dapat merugikannya. Namun jika wanprestasi 
telah terjadi dan kepentingan investor telah terganggu 
karenanya maka upaya hukum sebagai jalan keluarnya. Yang 
menjadi kendala saat ini adalah kewenangan BAPEPAM yang 
sangat terbatas, sehingga tidak berhak menyelesaikan 
sengketa yang timbul dalam hubungan hukum dibidang Pasar 
Moda I. Jadi sebaiknya para pihak terlebih dahulu 
bermusyawarah sebelum memutuskan untuk menyelesaikan 
sengketa ke pengadilan. 
b • 	 §.9..r:_~..n 
a. 	Dleh karena Perjanjian Perwaliamanatan belLlm diatur 
secara tegas dalam Undang-undang Pasar Modal, maka 
sebaiknya diatur dalam suatu peraturan pelaksana yang 
memungkinkan untuk dijadikan pedoman bagi para pihak 
terutama mengenai makna hubungan perwaliamanatan itu 
sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pertentangan 
pendapat mengenai apa itu hubungan perwaliamanatan 
diantara pelaku Pasar Modal. 
b. 	 1'1esk i pun Pemegang Dbligasi bukan sebagai pi ha~;. 
penandatangan perjanjian, ia juga wajib diberi informasi 
yang diperlukan yang berkaitan dengan Perjanjian 
Perwaliamanatan. Dleh karena itu emiten harus terbuka 
mengenai keadaan perusahaannya terutama yang menyangkut 
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SEBAGAI ... MARIATI SIMAMORA
::8 
kepentingan Pemegang Obligasi. Dengan begitu Pemegang 
Obligasi akan menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam 
perjanjian. 
c. 	Agar perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi lebih 
efektif dan efisien, disarankan upaya-upaya sebagai 
berikut 
1. 	memberikan wewenang kepada BAPEPAM sebagai lembaga 
yang kompeten untuk dapat berperan lebih dari hanya 
sekedar penengah. Dengan kemandirian lembaga ini 
maka peraturan perundangan tentang pasar modal men­
jadi wewenangnya dalam hal pemeriksaan aspek-aspek 
yang timbul berkaitan dengan pasar modal tersebut, 
2. 	bagi masyarakat calon pemegang hendaknya mencari 
infor-masi terlebih dahulu tentang emiten maupun 
wali amanat yang bersangkutan. Demikian pula bagi 
Bursa Efek yang setidaknya dapat memberikan infor­
masi yang layak bagi calon pemegang atau masyarakat 
lain yang membutuhkannya. 
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